
SALINAN

GUBERNUR BBNGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu

dilakukan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2027;

Mengingat 1.

2

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Repubhk Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasiona1 (1£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,

Tmnbahai! !£mbaran Negma R_epu_blik Indonesia Nomor

4421 );

Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

I Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (l£mbaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2026 Nomor I, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tatlun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan tata Cara Penyusunan PengendaIlan Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48 17) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (l£mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

4.

5.

6.

7.
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

l£mbaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Inmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

l£mbaran Negara Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintalr Nomor 13 Tatlun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional

Tahun 2025-2029 (1£mbaran Negara Republik

Indonesia tahun 2025 Nomor 19 ) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengal1 Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447) ;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun

2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6) ;

16. Peraturan Daerd1 Provinsi Bengk',IIu Nomor 3 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Bengkulu Tahun 2023-2043 (1£mbaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tallun 2023 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Bengkulu tahun 2025-2045 (L£mbaran Daerah

Provin si Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 (1£mbaran Daerah

Provinsi Bengkulu tahun 2025 Nomor 8);

19. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2026 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PEIUTURAN (JUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PE.RANG,KAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI

BENGKULU TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
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2 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjad! kewenangan daerah otonom,

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

yang disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di

Provinsi Bengkulu .

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi Bengkulu .

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai

dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah

pembangunan jangka Panjang Provinsi Bengkulu.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode

5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai
Tahun 2029.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak

tahun 2025 sampai tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

Provinsi Bengkulu untuk periode I (satu) taIrun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu)
tahun
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ll. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu

dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) RenjaPerangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode I (satu) taIlun.

(2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegjatan,

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kine Qa dan pendanaan sesuai dengan tugas d_an fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2027.

(4) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dad:

BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN

: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

: PENUTUP

BAB III

BAB IV

BAB V
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+

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimmla

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 6 Jun 2026

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

tt,i.

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 9

, x Salinan sesuai dengan aslinya
Tb PIt. KEPALA BIRO HUKUM.

Rustam, g ,M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19721023 199703 1 004
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PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu

Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas

pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta

pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi

Bengkulu Tahun 2027. 1)alam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2027

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum

dalam RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2027, akan dilakukan penyesuaian-

penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu

Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya iebih operasional

dan memiliki nilai yang strategis yaitu menjernbatani antara perencanaan pada

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai

implementasi pelaksanaan strategis RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman

pada Kebijakan Umum Anggaran (KU A) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS} Anggman Pendapatan d_an Belanja Daerah,

Bengkulu, 6 Juli 2026

GUBERNUR BENGKULU,
tt,i.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt KEPALA BIRO HUKUM

RIGam, #,M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19721023 199703 1 004
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